
PEMER1NTAH KABUPATEN KARANGANYAR

|  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

'-PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

pemerintahan desa, rr.aka Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa 
dan Perangkat Desa perlu diadakan perubahan;

dengan Peraturan Daerah. /  •

[Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
J‘- -i, r ^  i , | * p>\ . t  \ s  i i. p >  •

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Javya Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor -32 '.Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

NOMOR 9 TAHUN 2009

;; NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KARANGANYAR,

a. bahwa guria kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan

. :t. 

PEMEl:UNTAH KABUPATEN KARANGANYAR . ' , 

, ' ' 

/PERATURAN DAERAH fCABUPATEN KAR.ANG.ANYAR 
;,-:· ' . . . 

NOMOR · 9 TAHUN 2009 . 

ERUBAHAN ATAS PERATURA:N-DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

OMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA o'AN PERANGKAT DESA 
": 

' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI. KARANGANYAR, 

a. bahwa guna kelancaran dah ketertiban penyelenggaraan 
pemerintahan desa, rr.aka P.erat_L!ran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 24 T ahun 20.06 tentann· Kepala Desa 
dan Perangkat Desa perlu diadakan perubaha!,; 

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nornor · 13 _:Tahun ~ 950 tentang 
Pembentukan · Daerah - Daei-:ah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Ja~a Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1Q •:Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perunda:,g~undangan (Lembaran 
Negara · Republil< Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tarr.bahan Lembaran Negarn Republik Indonesia 
Nomor 4389); : 

3. Undang-Undang Nornor · 32 · :.Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daei-ah (lerr.baran Negara Repub:ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repunlik Indonesia · Ncimor 4437) sebagaimana 
te·lan beberapa kali diubah terakhi~ dengan Undang-U11dang . 
Noni'or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan· Kedua atas 
Undang-Undang Nomor _ 32 . Tahun 2004 tentan.g 
Pemerintahan -. Daerah (Lembaran Ne£1ara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



4. Peraturan Pemeriniah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Kepaia Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 
Nomor 24).

Dengan Persetuiuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

. BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

enetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Kepaia Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 
Nornor 24) diubah dan dibaca sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipi Pasal 9 A yang dibaca 
sebagai b e r i k u t ; \

” Pasal 9 A

Bagi Kepaia Desa Incumbent yang akan mencalonkan 
kembali sebagai Kepaia Desa harus menyelesaikan tugas 
dan kewajiban sebagai Kepaia Desa "

2. Pasal 17 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca 
sebagai berikut:

“ Pasal 17

(1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepaia Desa 
dimulai pada pukul . 08.00 dan ditutup pada 
piikul • 13.00 WIB. .

(2) Rapat pemungutan suara diikuti oleh warga masyarakat 
desa yang bersangkutan dan terdaftar dalam daftar 
pemilih tetap yang telah disahkan “

3. Pasal 18 dihapus.

. ' 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 '.f ahun 2005 tentang Desa 
(Lemb?ran Negar'a Republik :Indonesia Tahun 2005 
Nornor . 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); · ·, . · . 

5. Peraturan Daerah Kabupaten l~aranganyar Nomor 24 
. Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa 

(L~mbaran Daerah. Kabupaten Karanganyar· Tahun 2006 
Nomor 24).-

Dengan Persetujuan Bersama. 

DEWAN PEl~WAKILAN RAKYAT DAERAH KABl)PATEN KARANGANYAR 

pkan · ·: 

dan 

.. BUPATI .KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN .: 

,. 
PERATURAN DAERAH · TENTANG PERUBAHAN ATAS ·· 
PEF~ATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOlv1OR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPAU\ DESA DAN 
PERANGKA T DESA. · 

Pasal I 

Peraturan Dae rah Kabupaten. ~aranganyar Nomor 24 
Tahun 2006 ·tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupat8n. Karanganyar Tahun 2006 
i'Jomor 24) diubah dan dibaca sebagai berikut : · 

1. Oiantara Pasal 9 dan · 10 disisipi Pasal 9 A yang dibaca 
sebagai berikut: 

"Pasal9 A, 

Bagi Kepala Desa Incumbent yang akan mencalonkan 
l<embali sebagai X:epala Desa harus menyelesaikan tugas 
dan kewajiban sebagai l<epala Desa " 

2. Pasal 17 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca 
sebagai berikut : · 

"Pasa: 17 ·. 

(1) Rapat pemungutan · suara Pemilihan Kepala Desa 
dimulai pad~ pukul . 08.00 dan ditutup pada 
pukul · 13.00 WIS .. 

(2). Rapat· pemungutan suara diikud oleh warga masyarakat 
desa yang bersangkutan dan · ter~aftar dalam daftar 
pemilih tetap ya_ng telah disahkan " ·· 

3. Pasal ·ta dihapus. 



ii f f  4.
fe :

*

Pasal 19 diubah sehingga secaia keseluruhan dibaca sebagai berikut:

“ Pasal 19

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang 
. mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyaki:

(2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon 
tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat- jumlah dukungan 
suara paling rendah (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara 
yang sah.

(3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan labpipran dan Berita 
Acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) Paling lama 3 (tiga) hari ksrja terhitung mulai tanggal penetapan Calon 
Terpilih, BPD. segera menyampaikan Keputusannya Kepada Bupati' 
melalui Camat.

(5) Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati dengan menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa 
terpilih.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima .“ '

BAB VII diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

“ BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 30

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan mosyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi; .

•e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas 
1 dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan 
Desa;

g. menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang -  undangan;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Pas-al 19 cliubah· sehingga seem.a keseluruhan diba9a sebagai beri_kut : · 

: ." Pasal 19 

(1) Calon KBpala Desa yang: dinyatakan terpil.ih adalah Caton yang · 
: mendapatkan Junilah dukungan suara terbanyak:. 

(2) Dalam hal calon K~pala Des~ hanya terdapat~·satu orang, maka calon 
tersebut baru dinyatakan . _ter;Jilih apahila mendapat- jumlah dukungan 

. suara paling n:::ndah ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara 
yang sah. · · · · · 

·. (3) Ca Ion t-<:epala Desa terpilih sebagaimana· dimaksud pad a ayat (1) dari (2) 
·. diletap:<a~ de~~an K~~utusar. BPD berdasark:3n labp9rar:1 dan Serita . 

· Acara darr Panrtra Pemrlrhan Kepala Desa. .· · . ' · 

(4) Paling lama ~' (tiga) hari kerja terhitu~g mulai tanggal penetapan Cal~·n 
Terpilih, BPD. segera men-1c1mpaikan KaputL1:5annya Kepada Bupati• . 

. melalui Carnat 

· • (5) Calon Kepala Desa t~rpilih tjisahkan oleh · Bu;fati dengan menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pengesahan . Peng:angkatan · · 1<epala · Desa 
terpilih. 

· (6) Keputusa~1 Bupati sebagaimaria dimaksud pada. ayat (5) ditetapkan 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan BPD . 

. sebagaimana dimaksud pad<1 aya_t (4) diterima .fl: 

. . . 
diubah sehingga secara keseluruhan dibaca !:>ebagai ~erikut : 

"BAB VII 

· KEV\/'AJIBAN DAN LARANGA.N KEP_.t\LA DESA 

Pasal30 

f1) Kepala D~sa mE:rnp~11yai kewajiban : · 

.a. memegang t13g(1h dan mengamalkan ?anr;asila, melaksanakan Undang
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan 

· memelihara lceutuhan NeGam Kesatuan Republik Indonesia·; 

meningkatl<an kesejc1hteraan masyaral<at; 

c. memelihara ~~etentraman da,n ketertiban masyarakat; 

melaksanE1kan kehidupan demokrasi; 

melaksannki3n prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih can bebas 
· dari l<olt1si, ~<orupsi dan Nepotisme;. · 

menjalin hubungan kerja dengan · seluruh m1tra kerja Pemedntahan 
Desa; · 

menaati dan menegakan s_eluruh P.eraturan p8rundang - undangan; 

.menye:lenggarakan administrasiPemerintahan Desa yang baik;. 





i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
Desa; •

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai -  nilai sosial budaya dan 
adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

■ o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
mempunya: kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan

, Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan
■ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

(3) Kepala Desa dilarang :

. a. menjadi pengurus Partai Politik;

b. merarigkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD dan 
lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR,DPRD,DPD dan pejabat 
- Negara Lainnya;

'd. terlibat sebagai pelaksana kampanye pemilihan umum, Pemilihan 
Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, 
dan meridiskriminasikan v/arga atau golongan masyarakat lain;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / 
atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakar, yang akan dilakukannya;

g. menyalaligunakan wewenang; dan

. h. melanggar sumpah /janji jabatan;

i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam 

• masyarakat desa.”

Antara BAB VIII dan BAB IX. disisipi BAB VIIIA yang dibaca sebagai berikut

” BAB VIII A

MEKANISME PENERAPAN SANKSI

’’Pasal 31 A

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan dan tidak rhelaksanakan kewajiban 
sc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dikenakan 
s sanksi adrninistratif.

1. . melai~sanal<an dan mem;Jertanggun~jawabkan pengelolaan keuangan · 
Desa: r 

j. melaksanakan L:rusa~ yang menjadi kewenangan desa; 

.. k. mendarnaikc.in perselisihan masyarakat di Desa; 

I. . mengembangkan pendapatan mRsyarakat dan Desa; 

· m. membina, mengayomi cian melestarikan nilai -:- nilai sosial budaya dan 
. adat istiadat; . . · · . 

n. memberdayakan masyaral<'.at dan kelembagaan di desa; dan 

· o. mengembangkan potensi · sumber da~,a alam -dan melestarikan 
lingkungan hidup. · 

... (2) Selain kewajibc,n sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) ·Kepala Desa 
. · mempunya: kewajiban · un!ui< memberikan· Laporan Penye!enggaraan 
. Pemerint::than Desa . kepada BupaU, · memberikan Laporan Keterangan 
, Pertanggungjawaban · kepada . BPD, serta menginfonnasikan Laporan 
', Penyelenggaraan Pemerintahari Desa kepada masyarakat. 

, : (3) Kepala Desa dilar~lng : · 

a. menjadi pengurus Partai Politik; 
' - . . 

b. merangkap jabatan sebaga: Ketua dan l atau Anggota BPD dan . 
lembaga kemasy3rakatan d.i desa bersangkutan; 

·c~ merangk3p jabatan sebagai anggota DPR,DPRD,DPD dan pejahat 
Negara Lainnya; · · 

'd .. terlibat sebagai pelaks2.na kampanye pemilihan umum, Pemilihan 
' · Presklen dan pemilihan Kepala Daerah; · 

e. meru9ikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok mas~1arakat, 
dan meridiskriminasikan warga atau golongan masyar"'kat lain; 

· f; rnelakukan kolusi, lwrupsi dan nepotisms, menerima uang, barang dan / 
atau jasa dari pihak lain yc.ng dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakar. yan9 akan dilakukannya; 

.Q. meny,tlvl1gunakan wewenang; dan . 

h. melanggcir st:r,1pah / janji jabatan·;· 

i. · melakukan perbuatan yang bertentangan · dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku dan atau norma yang hidup ijan berkembang dalam 

· masyc1rakat c!esa." · 

f::ntara BAB VIII dan BAB IX disisipi BAB VIII A yang dibaca sebagai berikut: 
('. ' ' 

"BAB Vlll A 

MEKANISME PENERAPAN SAN.KS! 

· "Pasal 31 A 

))<epata Desa yang melanggar tarangan dan tidak ~elaksanakan kewajiban 
' sebagaim;ma dirnaksud dalam P2sal 30 Peratura,n Daerah ini dikenakan 
sanksi adrnir.istmt;f. . : 



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis dengan tahapan yaitu :

a. teguran pertama, dari BPD;

b. teguran kedua,; apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari 
terhitunu tanggal pemberian teguran pertama, Kepaia Desa belum dapat 
menyelesaikan permasalahannya, • maka BPD memberikan teguran 
kedua dengan tembusan Camat dan Bupati; . •

c. teguran ketiga, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari 
terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, Kepaia . Desa belum dapat menyelesaikan 
permasalahannya maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar yang 
bersangkutan diberikan teguran ketiga;

d. bupati setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
memberikan teguran ketiga, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim 
yang dibentuk oleh Bupati;

e. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran sebagaimana 
dimaksuu pada huruf d belum dapat menyelesaikan permasalahannya, 
maka Bupati memberhentikan sementara Kepaia Desa yang 
bersangkutan;

f. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf e paling lama 
3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama selama 3 (tiga) bulan 
berikutnya;

g. apabila Kepaia Desa selama pemberhentian sementara t.ahap pertama 
dan tahap kedua belum dapat menyelesaikan kewajibannya Bupati 
dapat memberhentikan tidak dengan hormat yang bersangkutan dari 
jabatan Kepaia Desa."

7. Pasal 32 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

“ Pasal 32

ii
ill,

(1) Kepaia Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
BPD apabila diriyatakan melalcukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 
pengadilan yang bel.um memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepaia Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila 
terbukti rnelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

(3) Kepaia Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD apabila terbukti 
rnelakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 6 (enam) 
bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap."

.. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
· tertulis clengan tahapan yaitu : ·.· . · · . · · 

a .. tegumn pertama, dari BPD; 

· b. tegumn keclua,. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari 
terhitung tanggal pemberian teguran pertama, Kepala Desa belum dapat · 
menyelesaikan permasa!ahannya, · maka sp·o membe~ikan teguran · 
kedua dengan tembusan Camat dan Bupati; 

c. · tegurnn ketiga, apabila dalam jangka waki°u 15 (lima belas) hari 
terhitung tanggal pemberian t0guran k~dua 'sebagaimana dimaksud 

·· pad a r.uruf · b, Kepala . Desa belum . · dapat · menyelesaikan 
permasalaha11nya. maka BPD mengusulkan k~pada Bupati agar yang 
bersangkutan diberikan teguran ketiga; · 

d. bupati setelc1h menerima usulan sebagaimami dimaksud pada huruf c 
. memberikan tegurnn ketig:1, setelah mernperoleh pertimbangan dari Tim 

yang dibentuk olch Bupati; · . 
' ' ' 

e. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran sebagaimana 
dimaksud pac!a huruf d belum d3pat menyeles:aikan permasalahannya, 
maka Bupati memberhtntikan sernentara · Kepala .Desa .yang 
bersi;lngkutan; 

' ' 

f. pemb1~rhentian sementara sebagaimana . dimaksud huruf 8 paling lama 
3 (tigc:1) "bu Ian dan dapat diperpanjang paling larna selama 3 (tiga) bu Ian 
berikutnya; 

g. aµabila Kepala · Desa selama pemberhentian s,emeritara tahap pertama 
clan t:ihap ~~edua belum dapat menyelesaikan kewajibannya Bupati 
dapat mcmberhentikan tidak dengan hormat ·yang bersangkutan dari 
jabatan Kepala Desa.'~ · · · 

7. Pasal 32 diubah sehingga secara keselur~han dibaca sebagai berikut: 

"Pasal 32 

(1) Kepala Oesa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan · 
8PD apabila dinyatakan melalcukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) · tahun berdasarkan putusan 
pengadilan y~ng bel.um memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) ·Kepala O,:!sa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui us~lan BPD apabila 
terbuktl rnelakuk:c1n tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) · 
berdasark.an putusan pengadilnn yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

' ' ' 

(3) Kepala Oesa diberhentikan oleh Bupati atas usul · BPD apabila terbukti 
(Tlelakuka'1 tind~I< pidana dengan ancaman pidana penjara d:atas 6 (enam) 
bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan telah 
memperoleh kekuatan hukum .tetap." 

' I • 



8. Pasal 33 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

“ Pasal 33

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, 
tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan ' 
riegara;

(2) Kepala Desa diberhentikan . sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
BPD apabila yang bersangkutan menyalahgunakan keuangan pemerintah, 
pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, 
termasuk pajak-pajak yang seharusnya disetor kepada negara.”

9. Pasal 34 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

“ Pasal 34

(1) Kepala Desa yar.g diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 A ayat (2) huruf f , Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan 

.Daerah irii, setelah melalui proses peradiian ternyata terbukti tidak bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap,paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, 
Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa 
yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

i (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
i; dimaksud pada ayat (!) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya
k. merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.11
£r Y . ' \ ’ /  \  \

lib. Pasal 35 diuoah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:
p;: ■ ;

“ Pasal 35

(1) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
j- dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf f, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33
| Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 
[■' Kepala Desa; sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah 
! memperoleh kekuatan hukum tetap.

v (2) Apabila Sekretaris Desa kosong, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa 
dilaksanakan oleh pejabat kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati atas usul 
Camat.11

tj.Pasal 38 diubah dengan ditambah ayat (5) sehingga secara keseluruhan 
dibaca sebagai berikut: •

“ Pasal 38

(1) Yang dapat diangkat menjadi Perarigkat Desa selain Sekretaris Desa 
adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat- 
syarat:

8. Pasa! 33 diubc1h se!1ingga secara lmseluruhan dibaca sebagai berikut : 

"Pasal 33 

• (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
. ~PD kar0na berntatus sebagai -~ersangka melakukan tindak pidana korupsi, 

tmdak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan · 
negara; · · 

: (2) Kepala Desa . diberhentikan. sementam oleh Bupati tan pa rnelalui · usu Ian 
BPD apabila yang bersangkutan menyalahgunaka6 keuaf)gan pemerintah, 
pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah · desa, 

· termasuk pajak-pajak yang seharusnya disetor l<epada negara." · · 

9. ·, Pasal 34 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca'sebagai b~rikut: 

"Pasal 34 .· 

(1) Kepctla Desa yar,g diberhentikan sernentara sebagaima11a dimaksud dalarn 
Pasal 31 A ayat (2) huruf f , P3sal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan 

. Dae·rah ini, setelah melalui prqses peradiian temyata terbukti tidak bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang ·telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap,paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapi<an putusan pengadilan, 
Bupati hmus merehabilifasi dan/atau rhengaktifkan kembali Kepala Desa 
yan.g bernangkutan sarnpni dengan akhirmasa jab~tc;;n. 

(2) Apabila Kepalc1 Desa yang · diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pad a . ayat ( 1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya 
merehabilitasi Kep,:ila De~a yang bersangkutan. " · 

Pasal 35 diunah sehingga secara· keseluruhan dibaca t~'ebagai berikut : 

"Pasal35 
. . 

(1) Apabila Kepala Desa yang diherhentikan sernentara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf f, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 
Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 
l(epala Desa · sa,npai dengan · adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum. tetap'. ·. 

(2) Apabila Sekretaris Desa kosong, ri1aka t_ugas dan kewajiban Kepala Desa 
dilaksanakan ,oleh pejabat kecamatan yang ditur:ju_l< oleh Bupati atas usul 
Camat. 0 · 

Pasal 38 diubah dengan ditambah ayat (5) sehingga secara. ke.seluruhan 
dibaca sebagai. beri~:ut : 

."Pasal38 · 

) Yang dapat di21ngkat menjadi Perangkat o·esa s:elain Sekretaris Desa 
adalah Penduduk Desa Warga r~egara Republik Indonesia, dengan syarat
syarat: 



a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang -  Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara

' Kesatuan Re;publik Indonesia, serta Pemerintah;'

c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
dari / atau sejderajat;

d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima 
puluh empaO tahun pada saat penutupan pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 
Dokter Pemerintah; ■ ■ . .

f. bebas Markoba;.

g. penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan 
berternpat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, paling sedikit 2 
(dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagi 
Putra Desa yang berada di lunr desa yang bersangkutan;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan 
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahuri;

i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat 
kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping. suami atau istri 
Kepala Desa.

(2) Anggota 8PD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus 
mendapat i?.in tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila 
diangkat sebagai perangkat desa harus mengundurkan diri dari anggota 
BPD.

(3) Bagi Pulra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan yang 
mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus dilengkapi dengan surat 
asli kelahiran desa setempat yang dibuktikan dengan surat kelahiran (struk

. kelahiran) atau surat pernyataan sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh 
2 (dua) orang penduduk desa diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan 
oleh Carnat.

(4) Bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat 
menjadi Kepala Dusun harus berternpat tinggal di dusun yang 
bersangkutan;

(5) Bagi Putra Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah diangkat menjadi 
Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa 
harus berternpat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan."

2. Pasal 45 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

” Pasal 45

(1) Setelah dilakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia 
Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penyarihgan.

a. bertaqwa kepada Tuhari Yang Mar.a Esa; . 

b. setia kepada Pancasila. sebagai Das8r · Negara, Undang - · Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepsda Negara · 

:. Kesatuan Re?publik Indonesia, serta Pemerintah{ · · 

c. berpEmdidik::1n paling: rendah tamat sekolah. Lanjutan Tingkat Pertama · 
· dan / atau sederajat; · · . · · . 

d. berumur paling ;-endah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (Hrna 
puluh empat) tahun pad a saat penutupan pendaftaran; 

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Kete~anga!'\ dari. 
Dokter Pemmintah; · 

·. f .. beba!i Narkoba;_ 

g. penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan 
berternpat tinggal tetap di Desa yang · bersangkutan, paling sedikit 2 
(dua) tahun terakhir dcngan tidak terputus:.putus yang dibuktikan 
dengcin Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagi 
Putra Desa yang oerada di lunr d~sa yang bersangkutan; · . . . · 

h. tidak pemah . dihukum . karena melakukan tindak pidana kejahatan 
deng::in hukuman paling sin9k3t 5 (lima) tahun; · 

· i. tidak dicabt,t hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai lcekuatan hukum tetap; · · 

. j. tidak mP-mpunyai hubungan darah dengan Kepala Desa samp~i derajat 
kesatu baik 1-eatas, kebawah maupun · kesamping: suami atau istri 
Kepala Desa. · · 

'/ 

(2) Anggota 8PD yang rnencalonkan diri menjadi Pe:-angkat Desa selain harus 
· memenulti persyaratan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) juga harus 
. mendapat i2.in .t1::rtulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila 
diangkat sebagai perangkat desa harus mengur.durkan diri dari anggota 
,BPD. . 

. (3}>Bag{ Pu1ra De:;a ya·ng berada diluar Desa yang bersangkutan yang 
.mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus dilengkapi dengan surat 
asli kelahiran desa setempat.yang dibulctikan dengan surat kelahiran (struk 
kelahiran) atau !;urat pernyata::1n · sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh 
,2 (dua) orang penduduk desa diketahui oleh Kepala Oesa dan disahkan 

· oleh Camat. 

: (4) Bagi calon l<epala Dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat 
·menjadi K'3pala Du.sun harus bertempat tinggal di dusun yang 
bersangkutan; . · · · 

' ' 

(5) Bagi Putra Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) .setelah diangkat menjadi 
Perangkat OP.sa terhitung mulai tanggal pelantikan: :3ebagai P<~rangkat Desa 
harus bertempat tinggaltetap di Desa yang bersa.ngkutan. " . 

:pasal 45 diubah- sel1ingga secara l<eselun.ihan dibac~ sebagai . berikut : 

,; Pasal 45 

') Setelah dilakukan pE:njaringan Sakal Calon Pl3rangkat Desa, Panitia 
<i}P.engangli:atan PE:rangkat Desa melakukanpenyarhigan. 

;· . , ' . .. ' . . 



. (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
seleksi adminisirasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah dan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

s (3) Pembuatan soal ujian .tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
I sejumlah 50 % (Lima puluh per seratus) kewenangan Pemerintah Daerah 
r 1 dan 50% (Lima puluh per seratus) kewenangan Panitia Pengangkatan 
[- Perangkat Desa.

i. (4) Materi soal ujian tertulis disusun oleh :

l  a. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyusun materi soal:
f:-‘- : . \
L 1. Pengetahuan Umum;

i  2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.

! b. Tim Kabupaten menyusun materi soal:

| 1. Pancasila dan UUD 1945;

i: 2. Bahasa Indonesia;

v, 3. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah.

Si
m

(5) Soal Ujian tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (4) berbentuk pilihan 
ganda dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) soal.

(6) Bakal calon Perangkat Desa dinyatakan lulus ujian tertulis apabila 
mengikuti semua mata ujian dan mencapai nilai rata-rata komulatif paling 
rendah 60,0 (enam puluh konr.a nol).

(7) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanskan oleh panitia pengangkatan perangkat desa dan Tim 
Kabupaten.

(8) Hasil koreksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diumumkan cleh panitia pengangkatan perangkat desa dan tim Kabupaten 
pada hari dan tanggal pada saat pelaksanaan ujian setelah hasil koreksi 
selesai.

(9) Bakal Calon Perangkat Desa yang dapat ditetapkan sebagai Calon 
Perangkat Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam kegiatan 
penyarincan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

-(10) Penetapan Nama Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan 
Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

(11) Apabila dalam kegiatan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak ada 
seorangpun bakal calon yang lulus, maka kegiatan pengisian perangkat 
desa diawali lagi dari kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
perangkal desa.

‘ (12) Tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat desa diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati."

i.Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan dibaca 
sebagai berikut: ' ' .

i • - \
i ,• .t, ■ • . ■

. ” Pasal 51

.(1) Biaya Penyelenggaraan Pemiiihan Kepaia Desa bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;

. · (2) Penyaringan sebagnirnana dimaksud padn · ayat (1) dilakukan· melalui 
seleksi adminis!rasi dan ujian tertulis dengan s6al ujian yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah dan Paniti~ Pe'ngangkatan Perangkat Desa. 

(3} Pembuatan soal ujian .tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sejumlah 50 % (Lima puluh per seratus) kewent,r1gan Pemerint:lh Oaerah 

\ dan 50% (Lima puluh per seratus) kewenangin Panitia · Pengangkatan 
Perangkat Oesa. · 

(4) Materi soal cjian tertulis dis~1sun oleh: 

a. Psnil:ia Pennanykatan Perangkat Cesa menyu·sun materi soal : 

1_. Pengetahuan Umum; 

2. Pen9etahunn tentang Pemerintahan Desa. : 

b. Tim Kabupaten menyusun materi soal : 

1. Pancasila dan UUD 1945;° 

2. Bahnsa Indonesia; 

3. Pengetahuan tentang Pemerintahan_ Daerah, 

(S)Soal Ujian tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (4) berbentuk pilihan 
ganda de:ngan jurnlah sebailyak 200 (dua ratus) seal. 

(6) Sakal calon Ferangkat Desa dinyatakan · rulus ujian tertulis apabila . 
mengikuti semua mata ujian dan mencapai nilai rata-rata komulatif paling . 
rendah 61),0 (enam puluh koma nol). · 

· (7) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud paqa ayat (6) 
dilaksana kan oleh panitia pengangkatan perangkat desa dan Tim 
Kabupate!n. _ 

(8) Hasil ko:-el<:si · ujian tertulis sebagaimana · dimaksud pada . ayat (7} 
· diumumki:m oleh ranitia perigangkatan perangkat desa dan tim Kabupaten 
pada hari dan tanggal · pad a saat pelaksanaan ujian setelah .hasil koreksi 
selesai. . . . 

(9) Sakal Cnlon Perangkat Pesa yang · daµat ditetapl<an sebagai Calon 
Perangkat Desa adalah Sakal Calon yang dinyatakan lulus da!am kegiatan 
penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) .. · · 

Penetapan Nama Calon Peranglcat Desa dituangkan dalam Serita Acara 
Hasil Seleksi C,:don Perangkat Desa yang ditanda langani oleh Ketua dan 
Sekretaris Panitia Pengangkatan_ Perangi<at Desa. 

(11) Apabila dalam. kegiatan per.yaringan Calon Perangkat Desa tidak ada 
·, seorangpun balcal ca!on ya11g lulus, maka kegiatan pengisian perangkat 

desa diawal1 lagi dari kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
perangkal desa. · · · 

: 2) Tata cara penjaringan dan p'::lnyaringan perangkat desa diatur lebih lanjut. 
c;Jengan P,;;ratura·n .Bupati_. " . · · 

,. 1. . • 

"lKetentuan Pasal 51 diubah dan ditambah sehingga 
1

secara keseluruhan dibaca · 
:!§ebagai berikut : .· . · · . . · · · ,.~ .. · · · . ·_ 

." Pasal 51 

Penyelenf1garaan Pemiiihan Kepala Desa bersumber dari : 

l a.- Angga1·~n Pendapatan dan Belanja Dnerah Kabupat~n Karanganyar; 



b. Angcjaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa);

c. Swadaya bakal Calon Kepala Desa.

(2) Biaya Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa bers.umber dari 
APB Desa .

(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan 
. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan

dalam APBDesa.

(4) Swadaya bakal Calon Kepala Desa harus sudah di bayar lunas 1 (satu) 
hari sebelum pelaksanaan pengumuman Calon Kepala Desa diumumkan.

is, 14. Pasal 54 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD dan pejabat 
Negara Lainnya;

terlibat sebagai peiaksana kampanye pemilihan umum.pemilihan Presiden 
dari wakii Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

me.nghalang-halangi tugas kedinasan;

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang.barang dan/atau 
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi- keputusan atau tindakan 
yang akan dilakukannya;

melanggar sumpah/janji jabatan;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku 
dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa."

ara BAB XVII dan BAB XVIII disisipi BAB XVIIi A yang dibaca sebagai

Pasal 54 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)i dilakukan secara 
•tertulis oleh Kepala Desa dengan.tafiapan yaitu : ,

■ a. teguran pertama;

I

I I Pasal 54

Perangkat Desa dilarang :

a. , menjadi Pengurus Partai Politik;

b. ' merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga1

Kemasyarakatan di desa;

ikut:

»i BAB XVIII A

MEKANISME PENERAPAN SANKSI

Pasal 57 A

Perarigkai Desa yang melanggar lararigan sebagaimana dimaksud dalam

b. Angnaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa); 

c. Swadaya bakal C3lon Kepala Desa. 

(2) Biaya Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat · Desa bers.umber dari 
APB Desa. 

(3) Bi°aya penyeh::nggaraan Pe.milihan Kepala Desa dan Pengangkatan 
. Perangkat Oesa sebagaimana dirnaksud pad a ayat {1) dan (2) dituangkan 

dalam APBDesa. · . · . 

(4) Swadaya bakal Ca Ion Kepala Oesa harus sud ah: di bayar lunas 1 (satu) 
hari sebelum pnlaksanaan pengumuman Calon Kepala Desa diumumkan. · 

14. Pasal 54 diubah scllingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut : 

"Pasal 54 

' Perangkat Oesa dilarang : 

a .. menjadi Pen gurus Partai Politik; ;: ,, 
b.' merangkap· jabcitan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga . 

Kemasyarakatan di desa; · · 
. . 

,; c: merangkc1p jabatan sebagai anggota DPR, · QPRD, DPD dan pejabat 
·. Negara L.ainnya; · 

terlibat sebagai pelaksana kampanye pemii°ih~n ·umum,pemil\han Presiden 
dan wakii Presiden dan pemHihan Kepala-Da~rah; · 

e. menghalang-halangi tugas l<:eclinasan; 

\ f. : m~lakukmi kolu:,i, korupsi dan nepotisme, menerima uang.,barang dan/atau 
·· jasa dari r,ihak lain yang dapat mempengaruhi- l<eputusan atau tindakan 

. , yang ak~n dilaki1kannya; · · 

g. · melanggar sumpah /janji jab~tan;. 

· h. melakukan perbuata'n yang· beitentangan denga11 ~eraturan yang berlaku · 
.:· , d_an atau norma yang hidup clan berkembang dala.~ masyarak~t desa. " · 

:Antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipi BAB XVlli A yang- dibaca sebagai 
'berikut: 

" BAB XVIII A 

. MEKANISME PENERAPAN SANKS! 

Pasal 57 A 

1) Perarigkal· Oesa yang melanggar lararigan sebagaimana dimak~ud dalam 
(. Pasal 54 Peraturan Dae rah ini di!~enakan sanksi administratif. · 

'Y'sanksi administratif sebagairnaria dit}lak~ud p_ada ~yat (1 )i di!akukan secara 
{:tertulis olnh Kepala Desa d~ngan tahapan ya1tu : : , 

-a. tegura11 pertama; 
. ! 



b. apabila-dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 
pemfcerian teguran pertama, Perangkat, Desa belum dapat 
menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan 
teguran tertulis kedua dengan tembusan BPD;

„■ c. apabila dalam jang.ka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 
pemberiari teguran kedua' sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya,' maka 
Kepala Desa memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan 
Camat dan Bupati disertai permohonan untuk dilakukan pemeriksaan;

d. bupati setelah menerima.tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf 
c memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada

, Perangkat Desa yang bersangkutan; V

e. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati. s’elanjutnya diserahkan 
1 kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

.(3) Dalam hal Bupati menerima laporan pelanggaran Perangkat Desa dari 
warga masyarakat dan atau BPD, Bupati memerintahkan Aparat Pengawas 
melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang bersangkutan;

(4) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati :selanjutnya diserahkan
kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. ” '

Pasal 58 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut

’’Pasal 58

(.1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling sirigkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum 
memperoleh kekuatan hukum tetap.

,(2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

3) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa apabila terbukti melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara pidana penjara diatas 
6 (enam) bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

asal 59 diubah sehingga secara.keseluruhan dibaca sebagai berikut:

■ . ’’Pasal 59

1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena 
•berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak 

' • pidana terorisme, rnakar dan atau tindak pidana terhadap keamanan 
negara. •

j Rerangkal Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila yang 
b.ersangkutan rnenyalahgunakan keuangan pemerintah, pemerintah 

v provinsi, Pemerintah Kabupaten dan" Pemerintah Desa, termasuk pajak- 
pajak yang seharusnya di setor keoada negara."

. I 

b. apabila· dalam jangka waktu ·-15 (lini~ _belas) hari terhitung tanggal 

pemceri3n. teguran pertama, Perangkat : . Desa belum dapat 

menyelesa11-<a:1 permasalatiannya, mctka Kepala Desa memberikan 
teguran tertulis kedua dengan tembusan BPD; . 

c. apabila. dalam jang_ka waktu 15 (lirna · belas)· hari terhitung tanggal 

pembenan teguran ~edua · sebagaimana dir:naksud pad a huruf b, 

.Perangkat Desa belum_ dapat menyelesaikan permasalahanny~; maka 

Kepc:la De:;a membenkan teguran tertuHs ketiga dengan ternbusan 

Camat dan Bupati disertai permohonan untuk di}akukan pemeriksaan; 

d. bupati se!elah menerima. ternbusan sebagaimaiJa dimaksud pada huruf 

c. me:menntahkan Aparat Pengawas melakuka.n pemeriksaan kepada 
Perangkat De$a yang bersangkutan; • · ·: •: • . . 

~- hasil pemenksaan disampaikan kepada B1Jpatr: sklanjutnya diserahkan . 
. . kepada i<.epala Desa untuk ditindaklanjutL ,: · . · . . . . 

) Dalam hal Bupati menerima 12:poran pelangga~ah Perangkat · Desa dari 

r warga masyaral<at dan atau BPD, Bupati memerintahkan Aparat Pengawas · 

f melakuknn pemeriksaan kepada perangkat desa ya·ng bersangkutan; . 

4) Hasil pE!meriksaan disampaikan kepada · Bupati :selanjutnya diserahkan 

W_ kepada l•~epala Desa untuk di'tindaklanjuti. " · . . . 
.{ . ' , 

~sal 58 diubah sehingga secara J.-:eseluruhan dibaca ~8bagai berikut : 
~-. . . 
<1-

"Pasal58 

J Perangkc1t . Desa diberhentikan sementara oleh Kepala · Desa apabila 

\K <;finyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

xp·aling singkat 5 (lirna) tahun berdasarkan putusar. ·pengadilan yang belum 

~emperoleh ke~:u:Ettan h~kurn tetap. · · · 

) pera.~gkc.t De~.a diberhenti_kan oleh l<epala Desa apabila terbukti 

· melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) . 

b.erd~sarl~an putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Oesa apabHa terbukti melakukan 

tlndak pidana dengan ancaman pidana penjara pidana. penjara di~tas 

< 6 (enam) bu Ian dibawah 5 (lima) t_ahun berdasarkan putusan pengad1lan 

):.:i~lah memperoleh kekuatar, hukum tetap." 
·,:. 

'·i::· 
_...,; 

asal 59 diubah se!lingga secara.keseluruhan dibaca sebagai berikut: 
-~:;r .. 
)1:\ ~ 

"Pasal59 

)':p,:erangkat Desa diberhentii<an sernentar~ oleh _Ke:pala Desa_ k~rena 

\;berstatus sebagai tersangka melakukan tmdak p1dana korups1, tmdak 

:pi,dana terorisme, ·rnakar dan atau tindak pidana · terhadap kearnanan 

· nie~ara. . 

. P,erangka1 D0sc1 djberhentikan sementar_a oleh . Bupati apabila yang 

,:f.b,ersangkutan menyalahgunakah keuanga~ pemenntah, pemen~tah 

('.;:'t:P,rovinsi, Pemerintah Kabupaten dan· Pemenntah .Desa, termasuk paJak

}:(: pajak yan~1 seharusnya di setor keoada negara." 
s:! ~•.' : 1 



\

Pasal II

ti

■ Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
| Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembsran Daerah Kabupaten 
I Karanganyar.
K-,- ; ' ' ; • : : ' .■ ■ ■

Pasalll 

_t Peraturan Daernh ini rnulai berlaku pad a. tanggal diundangkan. 

·. (; Agar :setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n -pengundang·an · Peraturan 

· -lDaerah ini dengan penempatannya ·dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

~i:.Karanganyar . 

. · .j·:. 
·, '·~t' 

1:_:·, 
.1.:::.· 

, ~: 

Diteta.pkan di Karanganyar 

pada tangga! 14 Juli 2009 

. BUPATI NGANYAR, . 

Hj.RINA IRIANl SRI R ANINGSIH,SPd.,M.Hum 

.MBA.RAN DA.ERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20()9 NOMOR 9 
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